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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul “Hukum Administrasi
Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial” ini dapat diselesaikan dan hadir di
hadapan pembaca.

Lahirnya buku ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara
memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konsep negara
kesejahteraan (welfare state), negara tidak sekadar berfungsi sebagai
penjaga keamanan, melainkan berperan aktif dalam penyelenggaraan
pelayanan sosial. Peran aktif tersebut memerlukan koridor hukum
administrasi yang kuat agar setiap kebijakan, tindakan pemerintah,
serta alokasi sumber daya dapat berjalan secara efektif, transparan,
dan akuntabel.

Buku ini disusun secara sistematis untuk membedah kompleksitas
hubungan antara hukum administrasi dengan praktik pelayanan sosial.
Dimulai dengan pemahaman konsep dasar dan sejarah perkembangan
hukum administrasi kesejahteraan, pembaca akan diajak menelusuri
landasan yuridis kebijakan sosial di Indonesia, struktur kelembagaan,
hingga hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan. Lebih
jauh, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti peran pemerintah
daerah, tantangan privatisasi dan liberalisasi, perlindungan bagi
kelompok rentan, hingga aspek pengawasan anggaran guna mencegah
praktik korupsi dalam sektor sosial.

Penyajian materi dalam buku ini juga mencakup dimensi reformasi
pelayanan sosial, regulasi internasional, serta mekanisme penyelesaian
sengketa yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Dengan cakupan yang luas tersebut, buku ini diharapkan dapat
menjadi rujukan komprehensif bagi mahasiswa hukum, praktisi
administrasi publik, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum
yang menaruh perhatian pada isu-isu kesejahteraan sosial.



Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan.
Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.
Akhir kata, besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan
kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara
dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi kemajuan
kesejahteraan sosial di Indonesia.

Agustus, 2026

Tim Penulis
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BAB |

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN SOSIAL

Dr. Rizki Mustika Suhartono, S.I.P., S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Buton

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara komprehensif Hukum Administrasi
Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial sebagai bagian dari Hukum
Administrasi Negara yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan
dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Pembahasan meliputi
pengertian, sejarah perkembangan, ruang lingkup, serta konsep dasar
yang menjadi landasan teoritis dan normatif penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dalam negara kesejahteraan.



BAB I

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI INDONESIA

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental
penyelenggaraan negara modern. Dalam perkembangan teori
ketatanegaraan, peran negara mengalami perubahan yang cukup
signifikan, yaitu dari konsep night-watchman state yang menempatkan
negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, menuju
konsep welfare state yang menempatkan negara sebagai
penyelenggara pelayanan publik sekaligus penanggung jawab utama
dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Pergeseran paradigma



BAB IlI

STRUKTUR ADMINISTRASI DAN
KELEMBAGAAN PELAYANAN SOSIAL

Ana Filomena Lopes, M.A.P.
Departamento da Ciencia Administracao Publica, Faculdade de Ciéncias
Sociais e Politicas, Universidade Nacional Timor-Lorosa’e (UNTL)

A. PENDAHULUAN

Pelayanan sosial merupakan salah satu instrumen penting yang
digunakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan. Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state),
pelayanan sosial tidak hanya dipahami sebagai bentuk intervensi
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan atau kerentanan sosial yang
sudah terjadi, tetapi juga sebagai strategi preventif dan promotif untuk
memperkuat kapasitas individu serta komunitas. Melalui pendekatan



BAB IV

HAK WARGA NEGARA
ATAS PELAYANAN SOSIAL

Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P.
Universitas Musamus Merauke

A. PENDAHULUAN

Pelayanan sosial merupakan salah satu manifestasi paling nyata
dari kehadiran negara dalam kehidupan warga negara. Dalam negara
hukum vyang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state),
pelayanan sosial tidak lagi dipandang sebagai bentuk belas kasihan
(charity), melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang
wajib dipenuhi oleh negara melalui instrumen hukum dan administrasi
pemerintahan. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya



BAB V

SISTEM DAN MODEL PELAYANAN SOSIAL

Sisca Nopralia, S.Pd., M.Si.
Universitas Sjakhyakirti

A. PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial,
sehingga tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan bermasyarakat dan
bersosial akan ada kelompok individu atau komunitas yang
menghadapi berbagai masalah sosial. Misalnya masalah kemiskinan,
ketidakberdayaan, cacat fisik dan mental, konflik keluarga, hingga
masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian dan dukungan
khusus. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dibutuhkan hadir dengan
kerangka kerja yang terstruktur berupa sistem pelayanan sosial yang
dilengkapi dengan model pelayanan yang sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan masyarakat.



BAB Vi

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum.
Dosen Program Studi limu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEBIJAKAN JAMINAN
SOSIAL
Dasar hukum dari kebijakan jaminan sosial dapat ditemukan dalam

aturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (3) yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dan Pasal 34 Ayat
(2) mengatur bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan



BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAYANAN SOSIAL

Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura — Ambon

A. PENGANTAR

Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan yang
berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia dan
kesejahteraan Masyarakat. Kewajiban konstitusional Indonesia sebagai
Negara hukum untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum.

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “......
untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang



BAB Vili

PRIVATISASI DAN
LIBERALISASI PELAYANAN SOSIAL

Dhiya Ulhaq Wahyudi, S.H.%,
Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M.2
Mahasiswa Magister Hukum UNS?,
Dosen Prodi S2 Manajemen FEB UNNES?

A. PENDAHULUAN

Secara yuridis, pelayanan sosial di Indonesia merupakan bagian
integral dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi
tanggung jawab negara. Definisi pelayanan sosial paling otoritatif dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:



BAB IX

PELAYANAN SOSIAL
UNTUK KELOMPOK RENTAN

Rovsky Asyer Wattimena, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pelayanan sosial merupakan salah satu instrumen utama negara
kesejahteraan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga
negara, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam konteks negara
hukum modern, pelayanan sosial tidak dapat dipahami semata sebagai
program kebijakan yang bersifat karitatif, melainkan sebagai kewajiban
hukum negara yang melekat pada fungsi pemerintahan. Oleh karena
itu, penyelenggaraan pelayanan sosial harus dianalisis tidak hanya dari



BAB X

KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN SOSIAL

Dr. Drs. Nur Jalal, M.Si.
Universitas Musamus Merauke

A. PENDAHULUAN

Anggaran sosial merupakan instrumen strategis negara dalam
mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya dalam frasa “memajukan kesejahteraan umum” dan
“mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melalui
anggaran sosial, negara mengalokasikan sumber daya publik untuk
pembiayaan pelayanan sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial, serta
berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk



BAB XI

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL

Dr. Suherdiman, S.H., M.H., M.Kn.
Universitas Djuanda Bogor

A. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan instrumen yang dihasilkan oleh pemerintah
melalui lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan
institusi negara dalam mengurusi urusan masyarakat. Kebijakan
biasanya dibuat oleh kementerian atau lembaga lain sesuai dengan
bidangnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam waktu
tertentu. kebijakan adalah hasil interpretasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk
yang lebih teknis. Kebijakan juga sering dibuat untuk menghadapi
kondisi tertentu seperti bencana alam, prosedur pelayanan pada setiap
institusi, termasuk dalam kebijakan adalah Standar Operasional



BAB Xli

REFORMASI PELAYANAN SOSIAL

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik merupakan fenomena yang sangat
kompleks dan multidimensional, yang didorong oleh pergeseran
paradigma administrasi publik dari model administrasi negara klasik
menuju paradigma yang lebih inovatif dan responsif, seperti New Public
Management dan New Public Service. Paradigma ini tidak hanya
berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan,
tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses
pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hardiyansyah
(2011) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam
administrasi publik merupakan salah satu kunci untuk mencapai



BAB XIllI

REGULASI INTERNASIONAL
PELAYANAN SOSIAL

Jose da Costa Magno, M.RI.
Universidade Nacional Timor-Lorosa'e (UNTL), Faculdade de Ciéncias
Sociais e Politicas (FCSP), Departamento de Relacoes Internacionais,
Timor-Leste

A. PENDAHULUAN

Pelayanan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam
membangun negara kesejahteraan (welfare state). Dalam masyarakat
modern, pelayanan sosial tidak lagi dilihat sebagai sekadar kegiatan
amal atau tambahan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai
kewajiban hukum dan moral negara untuk memastikan kebutuhan
dasar setiap warga terpenuhi (Midgley, 2014, him. 23). Seiring dengan
meningkatnya keterhubungan antarnegara, lingkup pelayanan sosial
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A. PENDAHULUAN SENGKETA DALAM PELAYANAN SOSIAL
Keberadaan pelayanan sosial sangat krusial dalam menjamin
kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar warga negara sesuai dengan
amanat konstitusi. Dalam konteks ini, pelayanan sosial berfungsi
sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan
mengurangi ketimpangan di masyarakat. Namun, dinamika interaksi
antara pemerintah sebagai penyelenggara, lembaga penyalur, dan
masyarakat penerima sering kali memicu gesekan kepentingan yang
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Surabaya, dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 2015.

Penulis sebagai Dosen pada Program Studi S1 llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pattimura, Program Studi IImu Hukum Program
Magister Pascasarjana (S2) Universitas Pattimura dan, juga sebagai
Dosen Pada Program Doktoral ( S3 ) llmu Hukum Universitas Pattimura.
Mata Kuliah yang diasuh antara lain: llImu Negara, Hukum Tata Negara,
Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Indonesia, Sosiologi
Hukum Kepulauan, Hukum Administrasi Wilayah Kepulauan, dan lain-
lain.

Penulis juga menulis di beberapa jurnal baik nasional maupun
internasional dan juga penulis telah menulis dengan menghasilkan
beberapa tulisan yang telah diterbitkan yaitu:

1. Hukum Kewenangan (Buku Referensi) Tahun 2023

2. Kewenangan Pemerintah Kota dalam kerjasama dengan Pihak
Swasta (Buku Referensi) Tahun 2023

Hukum Kehutanan (Book Chapter) Tahun 2022

Administrasi Pendidikan (Book Chapter) Tahun 2021

Sosiologi Hukum (Book Chapter) Tahun 2021

Buku Ajar limu Negara Tahun 2023

Pengelolaan Hutan Bukan Kayu (Book Chapter) Tahun 2024.

Buku Pengantar Hukum Indonesia (Book Chapter) Tahun 2025.

NV AW

Dhiya Ulhaq Wahyudi, S.H.
Penulis merupakan lulusan Program Sarjana Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS),
dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister
Hukum di universitas yang sama. Minat
akademiknya berfokus pada hukum administrasi
negara, hukum lingkungan, hukum pajak daerah,
serta  kebijakan  publik  yang  mendukung
pembangunan berkelanjutan. la aktif melakukan penelitian pada isu-isu
tata kelola pemerintahan, regulasi daerah, dan instrumen hukum
dalam mendukung perlindungan lingkungan. Salah satu publikasinya
berjudul Implementasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Lingkungan
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Sehat dan Bersih di Surakarta, yang diterbitkan pada Notary Law
Review dan mengkaji peran kebijakan fiskal daerah dalam mewujudkan
lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Saat ini, fokus
kajian dan pengembangannya diarahkan pada aspek hukum yang
mendukung transformasi menuju pembangunan berkelanjutan,
termasuk tata kelola lingkungan, kebijakan publik, dan regulasi yang
mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan
berwawasan lingkungan.

Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M.

Penulis dosen dan peneliti pada Prodi S2
Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas
Muhammadiyah Malang, Magister Manajemen di
Universitas  Diponegoro, dan Doktor Ilmu
Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Bidang
kepakaran yang dikembangkan meliputi manajemen pengetahuan dan
inovasi, komersialisasi hasil riset, transformasi digital, serta
pembangunan berkelanjutan. Aktivitas penelitian dan pengabdiannya
berfokus pada strategi transformasi industri menuju ekonomi rendah
karbon, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG),
perubahan iklim, keberlanjutan UMKM, inovasi digital, serta
peningkatan daya saing organisasi. Selain aktif mempublikasikan karya
ilmiah pada jurnal dan forum ilmiah nasional maupun internasional,
juga terlibat dalam berbagai penelitian kompetitif, penyusunan
dokumen kebijakan publik, serta pengembangan kurikulum pendidikan
tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan standar akreditasi
internasional. Minat risetnya saat ini diarahkan pada integrasi
kecerdasan artifisial, ekonomi sirkular, dekarbonisasi industri,
transformasi digital, dan strategi bisnis berkelanjutan sebagai upaya
mendukung terwujudnya industri Indonesia yang berdaya saing,
inovatif, dan rendah karbon.
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Rovsky Asyer Wattimena, S.H., M.H.

Penulis Lahir di Ambon Tanggal 27 Maret 1991.
Penulis merupakan dosen tetap pada program Studi
Diluar kampus Utama Universitas Pattimura di
kabupaten kepulauan  Aru. Menyelesaikan
Pendidikan S1 llmu Hukum pada fakultas Hukum
Universitas Pattimura, melanjutkan S2 pada
Program Pasca sarjana Program studi ilmu Hukum
Unlver5|tas Pattlmura Fokus kajian Penulis pada Hukum Administrasi
Negara, pelayanan publik dan pelayanan sosial berbasis hak asasi
manusia. Aktivitas akademik penulis meliputi pengajaran dan
penelitian pada isu-isu tanggung jawab pemerintah, perlindungan
kelompok rentan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkeadilan dalam konteks negara kesejahteraan. Karya-karya penulis
banyak membahas hubungan antara kewenangan administrasi negara,
kewajiban hukum pemerintah, dan pemenuhan hak-hak sosial warga
negara, khususnya dalam konteks daerah dan wilayah kepulauan.
Melalui penulisan buku ajar ini, penulis bertujuan memberikan
pemahaman konseptual dan praktis kepada pembaca mengenai
pergeseran peran negara dari pengatur menjadi pelayan kepentingan
umum, serta pentingnya hukum administrasi kesejahteraan sebagai
instrumen pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dr. Drs. Nur Jalal, M.Si.

Penulis merupakan seorang dosen tetap di
Universitas Musamus Merauke, dengan jabatan
fungsional Lektor (Ill/c) dan NIDN 1201016501. lahir
di Pinrang, 31 Desember 1965, dan saat ini
berdomisili di Jalan Kamizaun, Mopah Lama,
Merauke, Papua Selatan. Dalam menjalankan tugas
akademiknya, nomor telepon 081248011987 atau
melalui email resmi nurjalal@unmus.ac.id menyelesaikan pendidikan
sarjana (S1) di IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1990, dengan
bidang ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada jenjang magister (S2),
melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin Makassar, mengambil
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bidang Sosiologi, dan lulus pada tahun 2010 dengan tesis berjudul
Perempuan di Sektor Informal di Kabupaten Merauke, di bawah
bimbingan Dr. Baego, S.H. dan Prof. Dr. Maria Pandu, M.A. Selanjutnya,
meraih gelar doktor (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar pada
tahun 2015 dengan disertasi berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Penanganan Sektor Informal di Kabupaten Merauke.
Dalam penyusunan disertasi tersebut, dibimbing oleh Prof. Dr.
Muhammad Nur Sadiq, M.Si., Prof. Dr. Haselman, M.Si., dan Dr. Hj.
Saribulan, M.Si.

Dr. Suherdiman, S.H., M.H., M.Kn.

o Penulis lahir di Padang, 10 Juli 1977, bekerja
sebagai Dosen dan Notaris-PPAT Kabupaten Bogor
beralamat di Komplek Ruko Mayor Oking Il Blok B/6
¢ > & JI. Mayor Oking Jaya Atmaja Kel. Ciri Mekar,
u Cibinong-Bogor, 16918, beragama Islam.

" S Pendidikan formal yang dia lalui: SD Negeri 2
‘A Padang Sago Tahun 1989, SMP Negeri 10 Padang
Tahun 1992, SMA Negeri 9 Padang Tahun 1995, Universitas Ekasakti
Sarjana Hukum Tahun 2000, Universitas Diponegoro Magister
Kenotariatan Tahun 2011, Universitas Djuanda Magister (S-2) limu
Hukum Tahun 2021, Universitas Borobudur Doktor (S-3)limu Hukum
Tahun 2024.

Pengalaman kerja: karyawan PT. Lapindo Berantas tahun 2003-
2005 sebagai devisi legal, karyawan PT. Indovita Danamika 2006-2007
sebagai devisi legal, karyawan PT. Altair Indonesia Perwakilan
Perusahaan

Russia Di Indonesia 2007-2009 sebagai devisi legal. Saat ini aktif
sebagai dosen Magister Hukum Universitas Djuanda dan mengampu
beberapa mata kuliah, diantaranya: Hukum Organisasi dan Perusahaan.
Menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Daerah lkatan Notaris Indonesia
(INI), 2014-2017, ketua Majelis Kehormatan Daerah Kabupaten Bogor
INI 2024-2027.
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Jose da Costa Magno, M.RI.

Penulis adalah seorang Dosen tetap Pada
Universidade Nacional Timor-Lorosa’e, perjalanan
karier akademik dimulai pada tahun 2000, sebagai
dosen di Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik (FISIP),
Universitas Nasional Timor Lorosa’e (UNTL). Pada
masa awal mengajar (2000-2002), mengampu
sejumlah mata kuliah dasar dalam bidang politik.
Dua tahun kemudian, diangkat menjadi Ketua Jurusan Pembangunan
Masyarakat (2002-2005). Posisi ini memberikan peluang untuk
berperan langsung dalam memperkuat kapasitas lokal dan membangun
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional
pascakemerdekaan. Dedikasinya yang kuat terhadap pengembangan
pendidikan, memberikan peluang terpilih pada posisi Dekan FISIP UNTL
pada tahun 2005 hingga 2009. Di bawah kepemimpinannya, fakultas
mengalami berbagai penguatan, baik dari sisi kurikulum, tata kelola
kelembagaan, maupun pembukaan ruang kerja sama dengan mitra-
mitra internasional. la juga menjadi salah satu figur penting dalam
mendorong transformasi pendidikan sosial-politik di lingkungan
kampus menuju arah yang lebih terbuka dan visioner. Pada tahun
2010-2013, melanjutkan studi pascasarjana di Portugal, mengambil
program Master Hubungan Internasional di Universidade do Minho,
salah satu universitas unggulan di Portugal dan menyelesaikan, dengan
fokus penelitian pada sektor energi dan geopolitik dengan judul
“Seguranca Energética: O Caso dos Hidrocarbonetos em Timor-Leste”
yang menelaah dinamika keamanan energi dalam konteks sumber daya
alam Timor-Leste. Pada tahun 2014, kembali mengajar di Departemen
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik,
Universitas Nacional Timor Lrosa’e. Fokus pada bidang pengajaran
mata kuliah Teori Hubungan Internasional dan Metodologi Penelitian
Hubungan Internasional. Pada September 2024 dipercaya menjadi
wakil dekan urusan Akademik pada FISIP-UNTL.
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ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
DAN PELAYANAN SOSIAL

Buku Hukum Administrasi Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial bertujuan
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum, kebijakan,
kelembagaan, serta dinamika penyelenggaraan kesejahteraan dan pelayanan sosial di
Indonesia. Buku ini menjelaskan hubungan antara hukum administrasi negara dan
pelaksanaan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
berbagai pemangku kepentingan. Para Penulis menyusun buku ini untuk memperkuat
literasi akademik dan praktis mengenai hak warga negara atas pelayanan sosial, tata
kelola penyelenggaraan pelayanan, serta tantangan yang muncul dalam implementasi
kebijakan kesejahteraan.

Buku ini menargetkan mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparatur
pemerintah, pekerja sosial, dan pengambil kebijakan yang memerlukan rujukan
mengenai administrasi kesejahteraan dan pelayanan sosial. Materi dalam buku ini juga
dapat mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan penyusunan kebijakan publik di
bidang kesejahteraan sosial.

Isi buku dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian, sejarah, ruang
lingkup, dan konsep dasar hukum administrasi kesejahteraan dan pelayanan sosial.
Selanjutnya, buku menguraikan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, struktur
administrasi dan kelembagaan pelayanan sosial, serta hak warga negara dalam
memperoleh pelayanan sosial. Buku ini juga menjelaskan sistem dan model pelayanan
sosial, kebijakan jaminan sosial, serta peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan sosial.

Pada bagian berikutnya, Penulis membahas privatisasi dan liberalisasi pelayanan
sosial, pelayanan bagi kelompok rentan, serta berbagai bentuk korupsi dan
penyalahgunaan anggaran dalam pelayanan sosial. Buku ini kemudian mengkaji evaluasi
kebijakan dan reformasi pelayanan sosial untuk meningkatkan efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan. Pembahasan diakhiri dengan uraian mengenai
regulasi internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan sosial. Tim
Penulis berharap buku ini memberikan kerangka konseptual dan praktis bagi pembaca
untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan sistem pelayanan sosial yang
berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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